
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Adapun beberapa kesimpulan lainnya yang dapat peneliti rangkum dari 

beberapa rumusan masalah, yaitu:  

1. Adapun perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu Pertama 

Pendidikan, dalam program pendidikan mencakup anak sekolah SD, SMP dan SMA. 

Kedua Kesehatan, dalam program kesehatan termasuk ibu hamil/nifas, bayi, balita, anak 

prasekolah. Ketiga Kesejahteraan Sosial, dalam program ini yaitu disabilitas dan lansia. 

2.  Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ua terdata dalam penerima Program 

Keluarga Harapan yaitu pada tahun 2021. Program Keluarga Harapan merupakan 

program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan Non-tunai bersyarat 

kepada penerimanya, dan bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dengan 

ketentuan, memiliki ibu hamil dan nifas/menyusui, anak balita, anak usia sekolah (SD, 

SMP dan SMA). 

Adapun tahapan Program Keluarga Harapan: 

a. Tahap pertemuan awal 

b.  Memasukan data ke Sistem Informasi Manajeme 

c.  Pembayaran  

d.  Vefikasi komitmen 

3.  Adapun faktor pendorong dan penghambat program Keluarga Harapan yang di 

laksanakan di desa Ua yaitu meski belum terlaksanakan dengan sempurna karena masih 

banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang jalannya program, terlebih lagi 

keluarga-keluarga miskin ada yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan dari 

Program Keluarga Harapan. Walaupun demikian, masyarakat mengakui bahwa 

program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat. 



6.2 Saran  

1. Diharapkan kepada masyarakat peserta Program Keluarga Harapan agara dapat 

memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya, terutama dalam Program 

Keluarga Harapan (PKH) yang berbentuk bantuan Non-tunai bersyarat dan diberikan 

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

2. Diharapkan juga kepada masyarakat agar dalam menyampaikan keluhannya kepada 

pemerintah lebih baik menggunakan perwakilan dari mereka agar terhindar dari 

terjadinya perdebatan. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan agar tidak 

saling menyalahkan dengan aparatur kampong dan pendamping PKH.  

3. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat lebih teliti dalam mengambil data yang 

berkenaan dengan masyarakat desa. Diharapkan juga kepada pemerintah daerah 

(Kabupaten/Kota) agar lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik 

dalam menerima pengaduan dan juga dalam membantu mereka menyampaikan suara 

mereka kepada pemerintah pusat. 
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